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(C) Halaman : XI+157+127+2022 

(D) Kata Kunci : Eksekusi Harta Pailit, Kepailitan Lintas Negara, 

Problematika dan Penanggulangan 

(E) Isi :  

 Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki era perdagangan bebas, 

sehingga dalam melakukan transaksi bisnis, batas-batas negara tersebut 

bukan lagi menjadi halangan. Adanya hubungan transnasional juga 

membawa risiko di bidang ekonomi yang sepadan bagi para pelaku usaha, 

yaitu permasalahan keuangan. Dimana pada praktiknya, salah satu risiko 

bisnis yang dapat terjadi adalah permasalahan mengenai penyelesaian 

utang piutang dimana debitor menjadi insolven dan pailit. Terpenuhinya 

unsur internasional dalam suatu perkara kepailitan lintas negara tersebut 

tentunya akan mengaitkan sistem hukum suatu negara dengan negara 

lainnya yang bersangkutan. Permasalahan demikian kemudian menjadi 

semakin kompleks karena berskala internasional. Terlebih lagi menyangkut 

kewenangan dalam mengeksekusi harta pailit diluar wilayah yurisdiksi 

Indonesia. Mengingat bahwa setiap negara mempunyai pengaturan hukum 

kepailitannya sendiri, maka setiap negara wajib menghormati hukum 

negara lain sesuai dengan prinsip yurisdiksi negara itu sendiri. Karena 

prinsip sovereignty tersebut, penyelesaian kasus kepailitan lintas negara 

kerap kali menjadi tidak efisien dan efektif. Terlebih lagi karena Indonesia 

masih menganut asas teritorial sehingga debitor dapat dipailitkan meskipun 

masih terdapat harta di luar negeri, yang menyebabkan kurator sulit untuk 

dapat melakukan pemberesan terhadap aset debitor tersebut. Selain itu, 

Indonesia juga tidak terikat pada perjanjian internasional mengenai 

kepailitan lintas negara sehingga tidak efisiennya pengaturan dan 

penyelesaian perkara kepailitan lintas negara dapat menghambat aliran 

pembayaran piutang kepada seluruh atau sebagian kreditor tertentu 

sehingga kelancaran, stabilitas, serta kondusifitas kegiatan bisnis secara 

lintas negara dapat terganggu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis 

normatif dan library approach untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

problematika eksekusi harta pailit diluar yurisdiksi wilayah Indonesia. 
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